ALUR PENGAJUAN PKS DAN
PERSYARATAN PERIZINAN

HAK AKSES DATA
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=z neriea’ TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA

BAGI PENGGUNA PROV/KAB/KOTA (PMDN 17/2023)

MENDAGRI

Menteri memberikan
1zin / Penolakan

PERMOHONAN DITJEN SETJEN DAN
PENGGUNA DUKCAPIL ITIEN
Diteruskan
Permohonan Dgn Penjelasan Ya Tim Verifikator melakukan
Sesuai > Telaah
Pemanfaatan Data Ya Verifikasi atas hasil verif
Surat Penolakan | Tidak I: v
Hasil verifikasi Ditjen dan tim Verifikator disampaikan oleh
Ditjen kepada Menteri untuk mendapatkan izin <
Disdukcapil dan pengguna menyusun dokumen . o
Berd k Menteri, D
pemanfaatan (PKS, Juknis, SPTJM, NDA, eraasarkan izin vienteri, Birjen |
. & menyampaikan surat ke Disdukcapil [
dan Penunjukan Jarkomdat) ~— .
(Persetujuan/Penolakan)
Permohonan User ID Pengguna
(Dilampiri Dok Pemanfaatan) e Verifikasi
[ Pembetulan Dok b Tidak Sesuai I Sesuai
Pemanfaatan Catatlh
AKSES Pemberian User ID > . h ¢
Pengguna melalui Disduk P1 : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan

v P2 : Pemberian User ID Pengguna
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PERSYARATAN / PERIZINAN DOKUMEN PERMOHONAN

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

P1

Persetujuan Permohonan Pemanfaalan

Surat parmohonan Persetujuan Pemanfaatan data:

.

b
.
d.
e
T

o

nama pangguna
tujuan pemanfaatan data kependudukan.
elemen data yang akan diakses.

metode akses data kependudukan.

data balikan yang akan diberikian.
jangka waktu perjanjian kerja sama.

Persyaratan tambahan BHI:
a

akta pendinanfanggaran  dasaranggaran  rumah
langga beserta perubahannya:

keterangan domisill usaha;

surat keterangan izin usaha;

surat keputuzan dan kementeran yang membidangi
urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum
Indanesia; dan

rekomendasl tertulis dari oforitas pembinaan dan
pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum
Indonasia.

22

Pemberian User 10 Pengguna

Surat “Permohonan User” dilampirl Relengkapan
Dokumen Pernanfaatan:

d

ta
=
d.
B

PRS,

JUknis,

SPTJM,

MDA

sural Permyataan Jarkomdal

L

"’
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PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Permendagrie1 Tahun 2015

Tertang Forsyaratn, Fuang Lingkup Dan Ta Gara Pomberian Hes Akscs Sora Pomantaatan Mok IPduk Bependudukan,
Data Kependadukan Dan Karbo Tanda Panduduk Eleklronik
= Pengouna pusat: Lesnhaga Megara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Mon Kementzrian dan Badan Hukum Indonesia vang
merrenkan pelavanan publik di fnnkar Pusat
+ Pongguna dacrah ;- Saiuan Korja Perangkal Dacrah Kabupaten fota;dan
« Malods: sardce

Permendagri102 Tahun 2019

Tertang Ferberian Hak Akses Dan Perarfaaten Data Kepancudukan
e Pongguna pusat: Lombaga Moegara, Kementorian, Lembaga Poemcrintah Mon Kaementorian can Badan Hukum Indooesa yarg
rmamiari kan pelayanan publik di ingkat Pusal
= Pangguna daerah : Satuan Kerja Perangket Daerah Kabupaten Maoks;dan
o Metock: : sendce, portal dan card reades

Permendagri1l7 Tahun 2023

Tertang Perubahan atzs Peraturan Mentzr Dalam Megeri Mormor 102 Tahun 2015 fantang Perberian Hak Aks=s dan

FPemanfaatan Data Kepenciudukan

+ FPengguna pusal: Lamibaga MNegara, Kementerian, Lembana Pemerindah MNon Baementerian dan Badan Hukurn Indonssa yang
merm=ri kan pelayanan pubdik di ingkat Pusat

= Pengouna daerah @ Sanan Kerga Perangkat Daerah Kabupsten Motz cdan

= Meatoda : sarece, portal, dan card reader

* Porsalucan MOMN



